SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI
SISTEM ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN INFORMATIF SISTEMATIS

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pemberian

layanan perizinan dan non perizinan secara elektronik, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara
Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan
Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;

. bahwa dengan adanya penataan proses pelayanan perizinan

dan nonperizinan secara elektronik melalui sistem online
perizinan transparan informatif sistematis di Kabupaten
Bogor, maka pengaturan mengenai pelayanan perizinan dan
nonperizinan secara elektronik melalui sistem online perizinan
transparan informatif sistematis yang diatur dalam Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah
dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan
Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
I1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

9. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun
2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 138);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik
melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif
Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2019 Nomor 15);

25. Peraturan ...
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25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
MELALUI SISTEM ONLINE PERIZINAN TRANSPARAN
INFORMATIF SISTEMATIS DI KABUPATEN BOGOR.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 15
Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan
Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengelola sistem OPTIMIS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b adalah Kepala Bidang Data pada Dinas.

(2) Pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

a. melakukan pengelolaan sistem untuk memastikan
berfungsinya sistem OPTIMIS dalam Ilayanan
perizinan dan nonperizinan;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran
data dan informasi secara langsung antara pengguna
sistem;

c. melakukan koordinasi dengan penyedia sistem dan
pendukung sistem untuk mengatasi gangguan
terhadap sistem OPTIMIS;

d. memberikan layanan penelusuran proses penerbitan
Perizinan dan Nonperizinan (Online Tracking System)
melalui sistem OPTIMIS; dan

e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan
informasi yang disampaikan melalui sistem OPTIMIS.

2. Ketentuan ...
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2. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilayani
melalui sistem OPTIMIS adalah seluruh jenis perizinan
dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh Bupati atau
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor.

(2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui OPTIMIS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan
apabila jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan
tersebut telah dilayani oleh Lembaga OSS.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15

(1) Sistem OPTIMIS dapat digunakan untuk mendukung
pelayanan perizinan melalui Lembaga OSS.

(2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa data dan informasi yang tidak tersedia pada
sistem OSS

(3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

(1) Penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan
secara elektronik pada dokumen perizinan dan
nonperizinan dilakukan oleh Bupati atau Kepala
Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan proses
pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem
OPTIMIS, atau pejabat yang mendapatkan delegasi dari
Kepala Perangkat Daerah terkait.

(2) Sebelum dilaksanakan penandatanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dokumen perizinan dan
nonperizinan terlebih dahulu diverifikasi oleh pejabat
struktural dan/atau fungsional di lingkungan Perangkat
Daerah terkait secara berjenjang.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Three Hour Service sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf a merupakan kegiatan pemberian pelayanan
perizinan dan nonperizinan dimulai dari verifikasi
kelengkapan dokumen persyaratan perizinan dan
nonperizinan sampai dengan diterbitkannya perizinan
dan nonperizinan dalam waktu 3 (tiga) jam melalui
sistem OPTIMIS.

(2) Dihapus ...



(2) Dihapus.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Safari perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan
pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan di luar
kantor Dinas.

(2) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24
Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BOGOR,
ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN

MUHAMMAID ZULHAM NASUTION



